
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 8 TAHUN2012

TENTANG.

PAJAKAIRTANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah
yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan Pajak Air
Tanah merupakan wewenang Daerah Kota dan pelaksanaannya harus
diatur dengan Peraturan Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Air
Tanah;

Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra
Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 1645);
Undang-undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

c.

1.

2.

Mengingat

Menimbang  : a.

^—*-^^!



5.Undang-Unda^g Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5049);
6.Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia tahun 2009 Nomor  140, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5059);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan

Kota Ambon sebagai Daerah yang berhak Mengatur dan Mengurus
Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 809);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3137);;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan
Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
10.Peraturan  Pemerintahan  Nomor   16  Tahun  2005  tentang

Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara
Republik Indonesia 2005 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4490);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

12.Peraturan Pemerintah- Nomor 69 Tahun 2010, tentang Tata Cara
Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan
Retribusi Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2010,
nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 5161);

13.Peraturan Pemerintah Nomor 91 tahun 2010 tentang Jenis Pajak
Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau
Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor  153, tambahan lembaran negara

republik indonesia nomor 5179)

14.Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun
2009 Nomor I Seri A Nomor 01 Tambahan Lembaran Daerah Nomor

242);
Dengan Persetujuan Bersama

DEW AN PERWAKIL AN RAKY AT DAERAH KOTA AMBON

Dan

WALIKOTA AMBON

• :   ^:     :MEMUTUSKAN:

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK AIR TANAH



BABI
•;.;..;;ketentuanumum ..'• •..

Pasall

Dalam Pcraturan Dacrah ini yang dimaksud dcngan :

1.Daerah adalah Kota Ambon.

2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Ambon.

3.Walikota adalah Walikota Ambon.

4.Dinas adalah organisasi perangkat daerah dilingkungan pemerintah kota Ambon yang
mempunyai togas pokok dan fiingsi di bidang pemungutan pajak daerah.

5.Kepala dinas adalah kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah kota
Ambon yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pemungutan pajak daerah.

6.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai
dengan peratoran perundang-undangan.

7.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, bark yang
melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,

• perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau
.badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun. firma.

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi  sosial politik, organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya

•;       ; letmasuk kontrak investasi koleklif dan bentuk usaha tetap.

8.; Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan

^intuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

.9. •:;.: Pajak. Air Tanah Yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas pengambilan
dan/atau pemanfaatan air tanah.

10. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batoan di bawah
permukaan tanah.

11.'•;; Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang
;• • •'. diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang

menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak
•'.".'; yang terutang.

12.Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila
Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

13.Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa
Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

14.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek
dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

15.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran
pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16.Surat   Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat   SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir
atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang

ditunjuk oleh Walikota;



Pasal 3
(1)Objek Pajak adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

(2)Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan
pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.

17.Surat  Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat  SKPD, adalah surat

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak yang terutang;

18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB,

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah
kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya saiiksi administrasi
dan jumlah pokok pajak yang masih harus dibayar.

19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan.

20.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besamya dengan jumlah
kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

21.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak
karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya
tidak terutang.

22.Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk
melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

23.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan
tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam

peraturan  perundang-undangan  perpajakan  daerah  yang terdapat  dalam Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah,
Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

24.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotongan

atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
25.Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atau banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Air Tanah dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.



BAB IV
WILAYAH PEMUNGUTAN

;Pasal 8

Pajak Air Tanah dipungut di wilayah Kota tempat air diambil.

Pasal7

Besaran pokok Pajak Air Tanah yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5.

BAB m

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHTTUNGAN PAJAK

Pasal5

(1)Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;

(2)Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ay at (1) dinyatakan dalam rupiah
yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:

a.jenis sumber air;

b.lokasi sumber air;.

c.tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;

d.volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;

e.kualitas air;

f.tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan / atau
pemanfaatan air;

(3)Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

Pasal6

Tarif Pajak Air Tanah ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

PasaU

(1)Subjek Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah;.   .

(2)Wajib Pajak Air Tanah adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan
dan/atau pemanfaatan Air Tanah.



BABVH
PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasall2

(1) Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan.

(2} Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan surat ketetapan
pajak.

:^{\y:^}': :••:••••••.  Pasall3    ' .  '    .    .'-•"••

(1)Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Walikota dan
dibayar dengan berdasarkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa karcis
dan nota perhitungan.

:;j:-y^) •-:•    '•''•".'••.'    Pasal 14•'••:••

(1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 diatur dengan Peraturan Walikota.

BABV
MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal9
Masa Pajak Air Tanah adalah 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

V.;-V;^V;\ •;,.PasallO   .•• . :.

Saat terutangnya Pajak Air Tanah adalah pada saat pengambilan air tanah atau diterbitkan
SKPD.   :

l'7:^:::-:   ".}-      •••; :.BAB VI- '^.

^ ;':^.;:: ' •        ;•PENDAFTARAN.. ." '.' V. '  'V •'•

Pasalll

(1)Setiap orang dan/atau Badan yang telah dan akan mengambil dan/atau memanfaatkan

air tanah wajib niendaftarkan diri kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2)Tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan

peraturan Walikota.



:>^'^'- .:•••   :  . :    ';BAB VIII'•     •    •.     •      •    ;-..    :;  '

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN
:^-;v.v: •.::'•:.    • • •  , ••PasallS.•' ". ' '

(1)Setiap wajib pajak mengisi SSPD;
(2)SSPD wajib diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak;

(3)Bentuk, jenis, ukuran dan tatacara pengisian SSPD, ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

Pasal 16

Walikota dapat menerbitkan STPD jika:

a.Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b.Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

'•'./•^';^: •'••:   •••.   .  '•  .'.Pasal 17   •/'.. :

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan
penyetoran pajak yang terutang selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya
pajak.

(2)SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan
dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

(3)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk
mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.

Pasal 18

(1)Pajak yang terutang berdasaxkan SKPD, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib
Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

(2)Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 19

Ketentuan lanjut mengenai tata cara pembayaran dan penagihan pajak akan diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Walikota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau
dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan Walikota.
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Pasal22

(1)Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak
terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau pejabat
yang ditunjuk.

(2)Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak
keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pasal21

(1)Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas)
bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan.

(2)Keputusan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang;

(3)Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota
tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IX
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal20
(1)Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang

ditunjuk atas suatu:

>,;.v a. SKPD;  . . •• •..•."'••./

:-'::' b. SKPDLB;

;  ; c. SKPDN;;

• ,    d^ Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ke tiga

(2)Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan

yangjelas.

(3)Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal
surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4)Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah
yang telah disetujui Wajib Pajak.

(5)Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat
(2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak
dipertimbangkan.

(6)Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang
ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda

;    bukti penerimaan surat keberatan.



BAB XI

TAMBAHAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal25

Selain sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, wajib pajak tetap menunda dan atau
menolak membayar atau menambah pajak maupun dendanya, Walikota berwenang :

BABX

PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

Pasal24

(1) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pengurangan dan keringanan pajak dalam hal:

a.Terjadi suatu bencana;

b.Pemberian stimulus kepada masyarakat/Wajib Pajak dengan memperhatikan
kemampuan Wajib Pajak;

c.Usaha pengentasan kemiskinan;

d.Usaha peningkatan perekonomian masyarakat; dan/atau

e.Terdapat alasan lain dari wajib pajak yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak akan diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Pasal23

(1)Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
; seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga
v sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

(2)Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan
sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.

(3)Dal am hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak
berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum
^engajukan keberatan.

(4)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa
denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
dikenakan.

(5)Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai
sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak
berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar
sebelum mengajukan keberatan.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar pajak sampai
dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding..



BABXm

KADALUWARSA PENAGEHAN PAJAK

Pasal28
(1)Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu

5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak
melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.

(2)Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a.diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau

b.ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.
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Pasal26

SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakati sanksi
administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.

BAB XII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN

DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRATIF

••':^:;;.:--P''^.: '••••••"•' Pasal27    '• ., •   •  ;

(1)Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Walikota atau Pejabat yang
berwenang dapat membetulkan SKPD, STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

•   penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan
penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan daerah ini.

(2)Walikota atau pejabat yang berwenang dapat:

a.mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan
kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;

b.mengurangkan atau membatalkan SKPD, STPD atau SKPDLB yang tidak benar;

c.mengurangkan atau membatalkan STPD

d.membatalkan hasil  pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e.mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan
membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau

pengurangan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

1.Menyegel/menutup sementara tempat usaha dalam jangka waktu tertentu sampai

denda berupa bunga dibayarkan;
2.Mencabutijin usaha (SITU) Tempat Air Tanah.



BAB XIV

PEMERIKSAAN

Pasal30

(1). Walikota mclalui Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan
peraturan daerah ini.

(2)Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
a.mcmperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi

dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak yang temtang;

b.memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu
dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

C. memberikan keterangan yang diperlukan.

(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan pajak diatur dengan Peraturan

Walikota.

;.;;-;;:::.;•.:,. :..         :BAB XV•

•'^••,,;••:•^. : :,INSENTIFPEMUNGUTAN.•..;.•

^;vJ;V^. '. .Pasai31 .  •  •• '. . .'.''..

(1)Perangkat daerah yang melaksanakan pungutan pajak dan pihak lain yang membahtu
dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. ..

(2)Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3)Besarnya pembayaran ensentif ditetapkan oleh Walikota.:

••'•':^••.^^ •:•'.-•• ••ii

.•' :y:\:y: •••'••      '••  : .  •'• ' •   Pasal29• ,• .'•'••••':

(1)Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.

(2)I Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3)Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturaii
Walikota..

(3)Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa
tersebut..

(4)Pengakuan utang Pajak secara langsving sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

(5)Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
,-,.;.• dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan

permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
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BAB XVI
;v.U: •.'••:   :        • '•. 'PENYIDIKAN.."   ;

Pasal32

(1)Pejabat  Pegawai Negeri  Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil
tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3)Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a.menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan

,atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan Daerah:

c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan
dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

d.memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah;

e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti   pembukuan,
pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak
pidana di bidang perpajakan Daerah;•. . .

g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang,
benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h.  memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka
atau saksi;

j.   menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui
Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
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LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON

TAHUN 2012 NOMOR 8 SERI B NOMOR 08

U

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 15 Pebruari 2012

Ditetapkan di Ambon

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan..

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.
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PENJELASAN

:    •••:.:• ' ATAS.   '   '. . .

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON

NOMOR- 8 TAHUN 2012
• %-i  \ .- •-:-.• TENTANG...-'

PAJAK AIR TANAH
i.   umum ' •; •

^;Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, setiap daerah mempunyai hak dan

kewajiban mengatiuv^ danJ jgiengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk
meningkatkan efisiensi dan ejfektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan

. kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak

mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

•     Republik hidonesia Tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu

^ perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti

pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan Undang-Undang.

Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan

pada Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemerintah daerah telah diberikan kewenangan

lebih luas dalam pengelolaan pajak daerah, diantaranya kewenangan terhadap Pajak Air
: Tanah.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam upaya mewujudkan efisiensi dan

efektifitas pengelolaan Pajak Air Tanah oleh Daerah, maka Peraturan Daerah Kota

;•• Ambon tentang Pajak Air Tanah perlu ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-

; undangan yang berlaku.

•Peraturan Daerah ini mengatur   berbagai  hal  terkait   pengelolaan dan

penyelenggaraan Pajak Air Tanah, hal ini dimaksudkan untuk lebih berdaya guna dan
berhasil guna dalam pelaksanaan pengelolaan Pajak tersebut untuk mendukung

pembangunan daerah di Kota Ambon.    .•:•••..•

II.  PASAL DEMI PASAL

Pasall

Cukupjelas

PasaI2

Cukupjelas

Pasal3

Ayat(l)

Cukupjelas
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Ayat(2):   .      [

Cukupjeias

Pasall2

Ayat(1).• -     :.        .    .

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkaii adalah baliwa seluruh
proses kegiatan pemungulan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak
ketiga. Namun demikian dirnungkinkan adanya kerja sania dengan pihak

ketiga daiam rangka proses pemungutan pajak antara lain, pencetakan

forniulir perpajalcan, pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak, atau

penghimpunan data objek dan subjek pajak...

Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah
kegiatan perhitungan besamya pajak yang terhutang, pengawasan

penyetoran pajak, dan penagihan pajak..

Ayat(2).'•:':"

Yang dimaksud dengan dibayar sendiri adalah pengenaan pajak dengan

cara memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung,
memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang

lerulung dengan menggunakan SSPU.

Pasall3

Ayat(l)••'..;:•.••'•

Cukupjeias.  ;

Ayat(2)'.'•

Cukupjeias.;

PasaI14

Cukupjeias..

PasallS

Ayat(l)

Cukupjeias.

Ayat(2); .

Cukupjeias

Pasall6

Cukupjeias
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Cukupjelas

Pasal23:•••.•

Ayat(l)

Cukupjelas

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukupjelas

Ayat(4)

Cukupjelas

Ayat(5)

Cukupjelas

Pasal24

Ayat(1)

Cukupjelas

Ayat(2)v

Cukupjelas

Pasal25•; . . .

Cukupjelas

Cukupjelas

Ayat(2)

Cukupjelas

Ayat(3)

Cukupjelas

PasaI22

Ayat(l)

Cukupjelas
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Ayat(2)

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas

Pasal31

Ayat(l) yang dimaksud dengan pihak Iain adalah mereka yang mermbantu
dalam menunjang pemungutan pajak Air Tanah, antara lain Satuan

Pohsi Pamong Praja.

Ayat(2).

Cukup jelas

Ayat(3)

Cukup jelas^•

Pasal32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat(2)['..••[/':

Cukup jelas

Ayat (3).

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal33

Cukup jelas• . ...


